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SOP FAKULTAS PERTANIAN 
 
 
A. Akademik 

1.) Pengisian KRS 
2.) Pembuatan transkip nilai 
3.) Pembuatan Pencetakan Ijazah  
4.) Pembuatan Jadwal Kuliah 
5.) Pembuatan Jadwal Ujian Akhir Semester  
6.) Pendaftaran Ulang Mahasiswa 
7.) Layanan KHS 
8.) Layanan Yudisium 
9.) Layanan Wisuda 
10.) Pemuncak Wisuda Fakultas 
 11.) Layanan Pindah Kuliah 
12.) Surat Keterangan Hilang Ijazah 
13.) Surat Keterangan Hilang Transkip Nilai  
14.) Surat Keterangan Lulus 
15.) Layanan Cuti Akademik  
16.) Layanan Data Mahasiswa  
17.) Pengajuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa dan Penetapan Dosen Pembimbing 
18.) Seminar Usul Penelitian (SUP) 
19.) Seminar Hasil Penelitian (SHP) 
20.) Ujian Komprehensif 
21.) Rekrutmen Asisten Praktikum 

 
B. Kemahasiswaan 

1.) Legalisir KTM, Ijazah dan Transkip Nilai 
 2.) Kerjasama Inisiatif Fakultas 
3.) Kerjasama Pihak Keluar 
4.) Surat Aktif Kuliah, Tidak sedang menerima beasiswa dan berkelakuan baik  
5.) Kegiatan Kemahasiswaaan ( BEM, BLM, HMJ, dan LSO) 
6.) Layanan Pengajuan SKPengurus Baru Kelembagaan  
7.) Beasiswa Kemenristek dan Pihak Luar 

 
C. Keuangan dan Kepegawaian 

1.)  Kenaikan Gaji Berkala  
2.) Usul Tugas Belajar 
3.) Usul Iin Belajar  
4.) Cuti PNS 
5.) Usul Karis/ Karsu  
6.) Pensiun PNS 
7.) Uuslan Satya Lancana 
8.) Pengusulan Kenaikan Jabatan Fungsional Tenaga Pendidik (Dosen)  



9.) Usul Pembinaan Aparatur (BINAP ) PNS 
10.) Usul Dosen Perbantuan 
11.) Pengusulan Kenaikan Pangkat Tenaga Kependidikan ( Pegawai ) 
12.) Pengusulan Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu Tenaga Kependidikan ( 
Pegawai)  
13.) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
14.) Layanan Belanja APBN BOPTN Kemahasiswaan  
15.) Layanan Belanja APBN BOPTN Wisuda 
16.) Layanan Belanja PNBP BElanja Barang /GU  
17.) Layanan Belanja PNBP Honorarium 
18.) Layanan Belanja PNBP Kontraktual Barang/ jasa 
19.) Layanan Belanja PNBP Pemeliharaan  
20.) Layanan Belanja PNBP Perjalanan Dinas  
21.) Layanan Belanja PNBP TUP 
22.) Layanan Belanja PNBP UP 
23.) Prosedur Pengusulan Revisi Anggaran 
24.) Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggran dan Rencana Bisnis dan Anggran dan 

Rencana Kegiatan Anggaran Kemetrian lembaga ( RBA/ RKAKL Indikatif ) 
 
D. Umum dan Sarana Akademik 

1.) Peminjaman Alat perkuliahan (terjadwal) 
2.) Peminjaman Alat Perkuliahan di Luar Jadwal  
3.) Perbaikan Air Conditionner ( AC) 
4.) Perbakan Jaringan 
5.)  SIMAK Persediaan  
6.) Surat Keluar Fakultas  
7.) Surat Masuk Fakultas  
8.) Bebas Laboratorium 



 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN 

TEKNOLOGI 
UNIVERSITAS RIAU 

 
 

 
 
 
 
 

FAKULTAS PERTANIAN  

NOMOR SOP C.1 

TGL. PEMBUATAN 24 Oktober 2023 

TGL. REVISI  

TGL. EFEKTIF  

DISAHKAN OLEH WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN 
KEUANGAN 

 
 
 
 
 

Evi Sribudiani, S.Hut., M.Si 
NIP 197102122003122002 

NAMA SOP Kenaikan Gaji Berkala 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494) 

 1 
Memahami peraturan perundang-undangan tentang kenaikan gaji berkala 
PNS/ASN 

2. 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 jo Nomor 30 tahun 2015 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 123) 

 2 Memahami tentang tata naskah penulisan surat pengusulan 

3. 
Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 jo Nomor 12 tahun 
2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32); 

 3 Menguasai penggunaan komputer 

4. 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil/ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 6037) 

     

5. 
 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14); 

     



6. 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikaan Tinggi 
Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita 
Negara Republik Indsia Tahun 2015 Nomor 889); 

     

7. 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikaan Tinggi 
Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); 

  

8. 
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikaan Tinggi 
Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Universitas Riau 

  

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. 
SOP Layanan Usulan Satya Lencana Karya Sastra Universitas 
Riau 

1. Peraturan Perundang-undangan 

2. SOP Kenaikan Pangkat 2. Perangkat Komputer 

    3. Scanner 

  4. Jaringan Internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

 Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan berdampak pada 
tertundanya usulan Kenaikan Gaji Berkala periode berikutnya 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 
 

 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN 

TEKNOLOGI 
UNIVERSITAS RIAU 

NOMOR SOP C.2 

TGL. PEMBUATAN 24 Oktober 2023 

TGL. REVISI  

TGL. EFEKTIF  

DISAHKAN OLEH WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN 
KEUANGAN 

   

Evi Sribudiani, S.Hut., M.Si 
NIP 197102122003122002 

FAKULTAS PERTANIAN NAMA SOP Pengusulan Tugas Belajar Pegawai            Negeri 
Sipil 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA  

 
1. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2013 Tentang 
Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri 
Sipil 

 
1. 

 
Memahami Peraturan tentang syarat – syarat usulan Tugas Belajar PNS 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil 

2. Memahami Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Riau 

 
3. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

  

 
4. 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2015 tentang Pedoman 
Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); 

  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 tahun 
2009, tentang Keuangan Pemerintah Republik Indonesia 

  



6. 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 jo Nomor 30 tahun 2015 tentang, 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil/ASN (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123) 

     

7. 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2009 
tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS 

  

8. 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil/ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 6037) 

  

9. 
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 8); 

  

10. 
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14); 

  

11. 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikaan Tinggi 
Nomor 15 Tahun 2015 Tentang, Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); 

  

12. 
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikaan Tinggi 
Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Universitas Riau 

  

13. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Kepublik Indonesia Nomor 122 
Tahun 2017 Tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai 
Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri 

  

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. SOP Kenaikan Pangkat 1. Peraturan Perundang-undangan 
2. SOP KGB 2. Perangkat Komputer 
3.  SOP Jabatan Fungsional 3. Scanner 
4. SOP Izin Belajar 4. Jaringan Internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

 Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan berdampak pada 
tertundanya usulan Tugas Belajar PNS yang bersangkutan 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN 

TEKNOLOGI 
UNIVERSITAS RIAU 

 
 

 
 
 
 
 
 

FAKULTAS PERTANIAN  

NOMOR SOP C.3 

TGL. PEMBUATAN 24 Oktober 2023 

TGL. REVISI  

TGL. EFEKTIF  

DISAHKAN OLEH WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN 
KEUANGAN 

 
 
 
 
 

Evi Sribudiani, S.Hut., M.Si 
NIP 197102122003122002 

NAMA SOP Pengusulan Izin Belajar Tenaga Pendidik 
(Dosen) 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

1. 
Memahami peraturan perundang-undangan tentang Izin Belajar Tenaga Pendidik 
(Dosen) 

2. 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2015 tentang Pedoman 
Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); 

2. Memahami tentang tata naskah penulisan surat pengusulan 

3. 
eputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/M tahun 2010 
tentang Tunjangan Kinerja PNS 

3. Menguasai penggunaan komputer 

4. 
Permendiknas Nomor 48 tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian 
Tugas Belajar Bagi PNS/ASN 

     

5. 
Permendiknas Nomor 61 tahun 2009 tentang Pedoman Kuasa dan 
Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan 

     



6. 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 jo Nomor 30 tahun 2015 tentang 
Perturan Gaji Pegawai Negeri Sipil/ASN (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); 

     

7. 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil/ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 6037) 

  

8. 
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian 
Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14); 

  

9. 

Peraturan Menteri Riset. Teknologi dan Pendidikaan Tinggi 
Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); 

  

10. 
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikaan Tinggi 
Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Universitas Riau 

  

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. SOP Kenaikan Pangkat 1. Peraturan Perundang-undangan 

2. SOP KGB 2. Perangkat Komputer 

3.   SOP Jabatan Fungsional 3. Scanner 

4. SOP Izin Belajar 4. Jaringan Internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

 Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan berdampak pada 
tertundanya usulan Tugas Belajar PNS yang bersangkutan 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 

 

 





 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN 

TEKNOLOGI 
UNIVERSITAS RIAU 

 
 

 
 
 

FAKULTAS PERTANIAN  

NOMOR SOP C.5 

TGL. PEMBUATAN 24 Oktober 2023 

TGL. REVISI  

TGL. EFEKTIF  

DISAHKAN OLEH WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN 
KEUANGAN 

 
 
 

Evi Sribudiani, S.Hut., M.Si 
NIP 197102122003122002 

NAMA SOP Usul Pengurusan Karis/Karsu 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. UU No 43 Tahun 1999 1. Memahami peraturan tentang syarat-syarat usul Karis/Karsu 

2. 
Kep. Ka. BKN No. 115.a/KEP/1983 jo Kep. Ka. BKN No. 
007/KEP/1988 

2. Memahami Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Riau 

3. PP No. 98 Tahun 2000 jo. PP No. 11 Tahun 2002   

4. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian      

5. 
UU No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan 
Pensiun Janda Duda Pegawai 

     

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. SOP Kenaikan Pangkat 1. Peraturan Perundang-undangan 
2. SOP KGB 2. Perangkat Komputer 
3.  SOP Jabatan Fungsional 3. Scanner 
4. SOP Pensiun 4. Jaringan Internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

 Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan berdampak pada 
tertundanya usulan Karis/Karsu PNS yang bersangkutan 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN 

TEKNOLOGI 
UNIVERSITAS RIAU 

 
 

 
 

 
 
 

FAKULTAS PERTANIAN  

NOMOR SOP C.6 

TGL. PEMBUATAN 24 Oktober 2023 

TGL. REVISI  

TGL. EFEKTIF  

DISAHKAN OLEH WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN 
KEUANGAN 

 
 
 
 
 

Evi Sribudiani, S.Hut., M.Si 
NIP 197102122003122002 

NAMA SOP Usul Pensiun PNS 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. 

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 
2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis 
Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun landa/Duda Pegawai 
Negeri Sipil 

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pensiun PNS/ASN 

2. 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 
Negara 

2. Memahami tentang tata naskah penulisan surat pengusulan 

3. 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil 

  

4. 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 
2010 Tentang Prosedur Penetapan Nomor Identitas PNS Kenaikan 
Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS dan 
Perpindahan Antar Instansi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan 
Kepegawaian Secara Online (SAPK Online) 

     

5. 
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 
2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN 

     



6. 
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikaan Tinggi 
Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Universitas Riau 

     

7. 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikaan Tinggi 
Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) 

  

8. 
Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2015 tentang Penetapan 
Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Duda 

  

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. SOP KGB  1. Peraturan Perundang-undangan 

2. SOP Kenaikan Pangkat 2. Perangkat Komputer 

3.  SOP Jabatan Fungsional 3. Scanner 

4. SOP Karis/Karsu 4. Jaringan Internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

 Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan berdampak pada 
tertundanya usulan Pensiun PNS yang bersangkutan 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 

 

 

 





 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN 
TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS RIAU 
 
 
 
 

 
 
 
 

FAKULTAS PERTANIAN  

NOMOR SOP C.7 

TGL. PEMBUATAN 24 Oktober 2023 

TGL. REVISI  

TGL. EFEKTIF  

DISAHKAN OLEH WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN 
KEUANGAN 

 
 
 
 
 

Evi Sribudiani, S.Hut., M.Si 
NIP 197102122003122002 

NAMA SOP Pengusulan Penghargaan Satya Lancana Karya 
Satya 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. 
Undang undang nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan 
tanda kehormatan. 

 1 
Memahami peraturan perundang-undangan tentang pemberian penghargaan 
satya lancana (10 Tahun, 20 tahun, 30 tahun) 

2. 
Peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2010 tentang Dewan Gelar, 
tanda jasa dan tanda kehormatan 

 2 Memahami tentang tata naskah penulisan surat pengusulan 

3. Peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2010 tentang pelaksanaan.  3 Menguasai penggunaan komputer 

4. 
Surat Sekretaris Militer Nomor B-86/Sesmil. Tanggal 03 maret 
2010 perihal tentang pemberian gelar, tanda jasa dan kehormatan 

     

5. 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan 

     

6. 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 jo Nomor 30 tahun 2015 tentang 
Perturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); 

     

7. 
Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 jo Nomor 12 tahun 
2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32); 

  



8. 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 6037); 

  

9. 
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikaan Tinggi 
Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Universitas Riau 

  

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. 
SOP Layanan Usulan Satya Lancana Karya Satya Universitas 
Riau 

1. Peraturan Perundang-undangan 

2. SOP Kenaikan Pangkat 2. Perangkat Komputer 

  3. Scanner 

  4. Jaringan Internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan berdampak pada 
tertundanya usulan Satya Lancana Karya Satya pada periode tersebut 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 

 

 





 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN 

TEKNOLOGI 
UNIVERSITAS RIAU 

 
 

 
 
 
 
 
 

FAKULTAS PERTANIAN  

NOMOR SOP C.8 

TGL. PEMBUATAN 24 Oktober 2023 

TGL. REVISI  

TGL. EFEKTIF  

DISAHKAN OLEH WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN 
KEUANGAN 

 
 
 
 
 

Evi Sribudiani, S.Hut., M.Si 
NIP 197102122003122002 

NAMA SOP Pengusulan Kenaikan Jabatan Fungsional 
Tenaga Pendidik (Dosen) 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

 1 
Memahami peraturan perundang-undangan tentang kenaikan Jabatan Funsional 
Tenaga Pendidik (Dosen) 

2. 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 jo Nomor 30 tahun 2015 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); 

 2 Memahami tentang tata naskah penulisan surat pengusulan 

3. 
Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 jo Nomor 12 tahun 
2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32); 

 3 Menguasai penggunaan komputer 

4. 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil/ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 6037), 

     

5. 
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 8), 

     



6. 
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14); 

     

7. 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikaan Tinggi 
Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); 

  

8. 
Peraturan Menteri Riset. Teknologi dan Pendidikaan Tinggi 
Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Universitas Riau 

  

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. SOP Kenaikan Pangkat 1. Peraturan Perundang-undangan 

2. SOP KGB 2. Perangkat Komputer 

3. SOP Satya Lencana 3. Scanner 

4. SOP Tugas Belajar 4. Jaringan Internet 

5. SOP Izin Belajar   

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan berdampak pada 
tertundanya usulan Kenaikan Jabatan Fungsional PNS yang 
bersangkutan 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 

 





 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET 

DAN TEKNOLOGI 
UNIVERSITAS RIAU 

 

 
 
 
 

FAKULTAS PERTANIAN 

NOMOR SOP C. 9 

TGL. PEMBUATAN 24 Oktober 2023 

TGL. REVISI  

TGL. EFEKTIF  
DISAHKAN OLEH WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN 

KEUANGAN 
 
 
 

Evi Sribudiani, S.Hut., M.Si 
NIP 197102122003122002 

NAMA SOP Usul Pembinaan Aparatur (Binap) PNS 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 
2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

 1 Memahami Peraturan tentang syarat-syarat usulan Pembinaan Aparatur PNS 

2 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Penjatuhan 
Hukuman Disiplin Yang Merupakan Kewenangan Menteri 
Terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen 
Pendidikan Nasional 

 2 Memahami Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Riau 

3 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 
Tentang Aparatur Sipil Negara 

     

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

 1 SOP Kenaikan Pangkat 1 Peraturan Perundang-undangan 

 2 SOP KGB 2 Perangkat Komputer 

 3 SOP Jabatan Fungsional 3 Scanner  

  4 Jaringan Internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan berdampak pada 
tertundanya usulan Binap PNS yang bersangkutan 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET 

DAN TEKNOLOGI 
UNIVERSITAS RIAU 

 
 

 
 
 
 

FAKULTAS PERTANIAN 

NOMOR SOP C. 10 

TGL. PEMBUATAN 24 Oktober 2023 

TGL. REVISI  

TGL. EFEKTIF  
DISAHKAN OLEH WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN 

KEUANGAN 
 
 
 

Evi Sribudiani, S.Hut., M.Si 
NIP 197102122003122002 

NAMA SOP Usul Dosen Perbantuan 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1 Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 1 Memahami Peraturan tentang syarat-syarat usul Dosen Perbantuan 

2 
Perka BKN Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kenaikan 
Pangkat dan BUP Bagi PNS Yang Diperkerjakan Atau 
Diperbantukan Secara Penuh Di Luar Instansi 

2 Memahami Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Riau  

3 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 
Sipil Negara 

     

4 
Surat Edaran Sekjen 5072/A4.5/KP/2009 Tentang 
Perbantuan PNS Dosen Ke Luar Instansi Depdiknas 

     

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1 SOP Kenaikan Pangkat 1 Peraturan Perundang-undangan 

2 SOP KGB 2 Perangkat Komputer 

3 SOP Jabatan Fungsional 3 Scanner 

  4 Jaringan Internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan berdampak pada 
tertundanya usulan Dosen Perbantuan 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET 

DAN TEKNOLOGI 
UNIVERSITAS RIAU 

 
 

 
 
 
 

FAKULTAS PERTANIAN 
 

NOMOR SOP C. 11 

TGL. PEMBUATAN 24 Oktober 2023 

TGL. REVISI  

TGL. EFEKTIF  
DISAHKAN OLEH WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN 

KEUANGAN 
 
 
 
 
 

Evi Sribudiani, S.Hut., M.Si 
NIP 197102122003122002 

NAMA SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Tenaga 
Kependidikan (Pegawai) 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

 1 
Memahami peraturan perundang-undangan tentang kenaikan Pangkat Tenaga 
Kependidikan (Pegawai) 

2 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 jo Nomor 30 tahun 2015 
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); 

 2 Memahami tentang tata naskah penulisan surat pengusulan  

3 

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 jo Nomor 12 
tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
32);  

 3 Mengusai pengunaan komputer  

4 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil/ASN (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037); 

     

5 
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 8); 

     



6 

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
14); 

  

7 
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikaan Tinggi 
Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Riset, 

  

8 
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikaan Tinggi 
Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Universitas Riau 

  

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1 
SOP Layanan Usulan Satya Lancana Karya Satya Universitas 
Riau  

1 Peraturan Perundang-undangan 

2 SOP Jabatan Fungsional 2 Perangkat Komputer 

3 SOP KGB  3 Scanner 

4 SOP Tugas Belajar 4 Jaringan Internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan berdampak pada 
tertundanya usulan Kenaikan Pangkat PNS yang bersangkutan  

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET 

DAN TEKNOLOGI 
UNIVERSITAS RIAU 

 
 

 
 
 
 

FAKULTAS PERTANIAN 
 

NOMOR SOP C. 12 

TGL. PEMBUATAN 24 Oktober 2023 

TGL. REVISI  

TGL. EFEKTIF  
DISAHKAN OLEH WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN 

KEUANGAN 
 
 
 
 
 

Evi Sribudiani, S.Hut., M.Si 
NIP 197102122003122002 

NAMA SOP Pengusulan Kenaikan Jabatan Fungsional 
Tertentu Tenaga Kependidikan (Pegawai) 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

1 
Memahami peraturan perundang-undangan tentang kenaikan Jabatan Fungsional 
Tertentu Tenaga Kependidikan (Pegawai) 

2 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 jo Nomor 30 tahun 2015 
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); 

2 Memahami tentang tata naskah penulisan surat pengusulan  

3 

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 jo Nomor 12 
tahun 2002 3 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 32);  

3 Mengusai pengunaan komputer  

4 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil/ASN (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037); 

     

5 
 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 8); 

     



6 

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
14); 

     

7 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikaan Tinggi 
Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); 

  

8 
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikaan Tinggi 
Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Universitas Riau 

  

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1 
SOP pengusulan kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu 
Tenaga Kependidikan (Pegawai) Universitas Riau 

1 
Peraturan perundang-undangan tentang kenaikan jabatan fungsional Tertentu 
tenaga kependidikan  

    2 Perangkat Komputer 

    3 Alat Tulis Kantor 

  4 Scanner 

  5 Jaringan Internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada 
terhambatnya pelaksanaan Pengusulan Jabatan Fungsional 
Tertentu 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET 

DAN TEKNOLOGI 
UNIVERSITAS RIAU 

 
 

 
 
 
 

FAKULTAS PERTANIAN 
 

NOMOR SOP C. 14 

TGL. PEMBUATAN 24 Oktober 2023 

TGL. REVISI  

TGL. EFEKTIF  
DISAHKAN OLEH WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN 

KEUANGAN 
 
 
 
 
 

Evi Sribudiani, S.Hut., M.Si 
NIP 197102122003122002 

NAMA SOP Layanan Belanja APBN BOPTN 
Kemahasiswaan 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

 1 
Memahami peraturan perundang-undangan tentang Belanja APBN BOPTN 
Kemahasiswaan 

2 Permenristekdikti no 12 tahun 2019 tentang BOPTN  2 Memahami tentang Mekanisme Pencairan Belanja APBN BOPTN Kemahasiswaan 

3 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

 3 Menguasai penggunaan komputer   

4 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 

     

5 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

     

6 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

     

7 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2007 tentang 
Bagan Akun Standar 

  

8 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan 
Layanan Umum 

  



9 
Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara; 

  

10 
Perdirjen Perbendahaan Nomor 67 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan 
Umum kedalam Laporan Keuangan Kementerian Negara; 

  

11 
Perdirjen Perbendahaan Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan 
Layanan Umum. 

  

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1 
Sop pelayanan Layanan Belanja APBN BOPTN 
Kemahasiswaan 

1 Peraturan perundang-undangan tentang Belanja APBN BOPTN Kemahasiswaan 

    2 Perangkat Komputer 

    3 Alat Tulis Kantor 

  4 Scanner 

  5 Jaringan Internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada 
terhambatnya pelaksanaan Layanan Belanja APBN BOPTN 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET 

DAN TEKNOLOGI 
UNIVERSITAS RIAU 

 
 

 
 
 
 

FAKULTAS PERTANIAN 
 

NOMOR SOP C.15 

TGL. PEMBUATAN 24 Oktober 2023 

TGL. REVISI  

TGL. EFEKTIF  
DISAHKAN OLEH WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN 

KEUANGAN 
 
 
 
 
 

Evi Sribudiani, S.Hut., M.Si 
NIP 197102122003122002 

NAMA SOP Layanan Belanja APBN BOPTN Wisuda 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara;  

1 
Memahami peraturan perundang-undangan tentang Belanja APBN BOPTN 
Wisuda 

2 
Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara;  

2 Memahami tentang Mekanisme Pencairan Belanja APBN BOPTN Wisuda 

3 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

3 Mengusai penguaan komputer 

4 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 

     

5 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

     

6 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

     

7 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2007 tentang 
Bagan Akun Standar 

  

8 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan 
Layanan Umum 

  



9 
Perdirjen Perbendahaan Nomor 67 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan 
Umum kedalam Laporan Keuangan Kementerian Negara; 

  

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1 SOP pelayanan Layanan Belanja APBN BOPTN Wisuda 1 Peraturan perundang-undangan tentang Belanja APBN BOPTN Wisuda 

    2 Perangkat Komputer 

    3 Alat Tulis Kantor 

  4 Scanner 

  5 Jaringan Internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN  PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada 
terhambatnya pelaksanaan Layanan Belanja APBN BOPTN 
Wisuda 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET 

DAN TEKNOLOGI 
UNIVERSITAS RIAU 

 
 

 
 
 
 

FAKULTAS PERTANIAN 
 

NOMOR SOP C. 16 

TGL. PEMBUATAN 24 Oktober 2023 

TGL. REVISI  

TGL. EFEKTIF  
DISAHKAN OLEH WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN 

KEUANGAN 
 
 
 
 
 

Evi Sribudiani, S.Hut., M.Si 
NIP 197102122003122002 

NAMA SOP Layanan Belanja PNBP Barang /GU 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara;  

1 Memahami peraturan perundang-undangan tentang PNBP Belanja Barang/GU 

2 
Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara;  

2 Memahami tentang Mekanisme Pencairan Belanja PNBP Belanja Barang/GU 

3 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

3 Mengusai penguaan komputer 

4 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 

     

5 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

     

6 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

     

7 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2007 tentang 
Bagan Akun Standar 

  

8 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan 
Layanan Umum 

  



9 
Perdirjen Perbendahaan Nomor 67 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan 
Umum kedalam Laporan Keuangan Kementerian Negara; 

  

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1  SOP pelayanan Layanan Belanja PNBP Belanja Barang/GU 1  Peraturan perundang-undangan tentang Belanja PNBP Belanja Barang/GU 

    2 Perangkat Komputer 

    3 Alat Tulis Kantor 

  4 Scanner 

  5 Jaringan Internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada 
terhambatnya pelaksanaan Layanan PNBP Belanja Barang/GU 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS RIAU 
 
 

 
 

 
 

FAKULTAS PERTANIAN 
 

NOMOR SOP C.17 
TGL. 
PEMBUATAN 24 Oktober 2023 

TGL. REVISI  
TGL. 
EFEKTIF  
DISAHKAN 
OLEH 

WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN 
 
 
 
 
 

EVI SRIBUDIANI, S.Hut., M.Si. 
NIP 197102122003122002 

NAMA SOP Layanan Belanja PNBP Honorarium 
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  1 Memahami peraturan perundang-undangan tentang Belanja Honorarium 

2 Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara   2 Memahami tentang Mekanisme Pencairan Belanja PNBP Honorarium 

3 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara 

 3 Menguasai penggunaan komputer 

4 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2016 

     
5 

Peratutan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum 

6 
Peratutan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan  dan Kinerja Instansi 
Pemerintah       

7 Peratutan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar 

8 
Peratutan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan 
Keungan Badan Layanan Umum 

     
9 

Perdirjen Perbendahaan Nomor 67 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan 
Keuangan Badan Layanan Umum  ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara;  
Perdirjen Perbendahaan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

 1 Sop pelayanan Layanan Belanja PNBP Honorarium   1 Peraturan perundang-undangan tentang Belanja PNBP Honorarium 
   2 Perangkat Komputer  
     3 Alat Tulis Kantor 
   4 Scanner 
     5 Jaringan Internet  

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan Layanan 
Belanja PNBP Honorarium  

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 



 
 



 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS RIAU 
 
 

 
 

 
 

FAKULTAS PERTANIAN 
 

NOMOR SOP C.18 
TGL. 
PEMBUATAN 24 Oktober 2023 

TGL. REVISI  
TGL. 
EFEKTIF  
DISAHKAN 
OLEH 

WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN 
 
 
 
 
 

EVI SRIBUDIANI, S.Hut., M.Si. 
NIP 197102122003122002 

NAMA SOP Layanan Belanja PNBP Kontraktual Barang/Jasa 
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  1 Memahami peraturan perundang-undangan tentang PNBP Kontraktual Barang/Jasa 

2 Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara   2 Memahami tentang Pencairan Belanja PNBP Kontraktual Barang/Jasa 

3 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara 

 3 Menguasai penggunaan komputer 

4 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2016 

     
5 

Peratutan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum 

6 
Peratutan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan  dan Kinerja Instansi 
Pemerintah       

7 Peratutan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar 

8 
Peratutan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan 
Keungan Badan Layanan Umum 

     
9 

Perdirjen Perbendahaan Nomor 67 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan 
Keuangan Badan Layanan Umum  ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara;  
Perdirjen Perbendahaan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

 1 Sop pelayanan Layanan Belanja PNBP Kontraktual Barang/Jasa  1 Peraturan perundang-undangan tentang Belanja PNBP Kontraktual Barang/Jasa 
   2 Perangkat Komputer  
     3 Alat Tulis Kantor 
   4 Scanner 
     5 Jaringan Internet  

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan Layanan 
PNBP Kontraktual Barang/Jasa 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 



 
 
 
 
 



 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS RIAU 
 
 

 
 

 
 

FAKULTAS PERTANIAN 
 

NOMOR SOP C.19 
TGL. 
PEMBUATAN 24 Oktober 2023 

TGL. REVISI  
TGL. 
EFEKTIF  
DISAHKAN 
OLEH 

WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN 
 
 
 
 
 

EVI SRIBUDIANI, S.Hut., M.Si. 
NIP 197102122003122002 

NAMA SOP Layanan Belanja PNBP Pemeliharaan 
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  1 Memahami peraturan perundang-undangan tentang Belanja Pemeliharaan 

2 Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara   2 Memahami tentang Pencairan Belanja PNBP Pemeliharaan 

3 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara 

 3 Menguasai penggunaan komputer 

4 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2016 

     
5 

Peratutan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum 

6 
Peratutan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan  dan Kinerja Instansi 
Pemerintah       

7 Peratutan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar 

8 
Peratutan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan 
Keungan Badan Layanan Umum 

     
9 

Perdirjen Perbendahaan Nomor 67 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan 
Keuangan Badan Layanan Umum  ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara;  
Perdirjen Perbendahaan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

 1 Sop pelayanan Layanan Belanja PNBP Pemeliharaan  1 Peraturan perundang-undangan tentang Belanja PNBP Pemeliharaan 
   2 Perangkat Komputer  
     3 Alat Tulis Kantor 
   4 Scanner 
     5 Jaringan Internet  

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan Layanan 
PNBP Pemeliharaan  

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 



 



 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS RIAU 
 
 

 
 

 
 

FAKULTAS PERTANIAN 
 

NOMOR SOP C.20 
TGL. 
PEMBUATAN 24 Oktober 2023 

TGL. REVISI  
TGL. 
EFEKTIF  
DISAHKAN 
OLEH 

WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN 
 
 
 
 
 

EVI SRIBUDIANI, S.Hut., M.Si. 
NIP 197102122003122002 

NAMA SOP Layanan Belanja PNBP Perjalanan Dinas 
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  1 Memahami peraturan perundang-undangan tentang Belanja Perjalanan Dinas 

2 Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara   2 Memahami tentang Pencairan Belanja PNBP Perjalanan Dinas 

3 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara 

 3 Menguasai penggunaan komputer 

4 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2016 

     
5 

Peratutan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum 

6 
Peratutan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan  dan Kinerja Instansi 
Pemerintah       

7 Peratutan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar 

8 
Peratutan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan 
Keungan Badan Layanan Umum 

     
9 

Perdirjen Perbendahaan Nomor 67 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan 
Keuangan Badan Layanan Umum  ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara;  
Perdirjen Perbendahaan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

 1 Sop pelayanan Layanan Belanja PNBP Perjalanan Dinas  1 Peraturan perundang-undangan tentang Belanja PNBP Perjalanan Dinas 
   2 Perangkat Komputer  
     3 Alat Tulis Kantor 
   4 Scanner 
     5 Jaringan Internet  

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan Layanan 
Belanja PNBP Perjalanan Dinas 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 



 



 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS RIAU 
 
 

 
 

 
 

FAKULTAS PERTANIAN 
 

NOMOR SOP C.21 
TGL. 
PEMBUATAN 24 Oktober 2023 

TGL. REVISI  
TGL. 
EFEKTIF  
DISAHKAN 
OLEH 

WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN 
 
 
 
 
 

EVI SRIBUDIANI, S.Hut., M.Si. 
NIP 197102122003122002 

NAMA SOP Layanan Belanja PNBP TUP 
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  1 Memahami peraturan perundang-undangan tentang Belanja PNBP TUP 

2 Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara   2 Memahami tentang Mekanisme Pencairan Belanja PNBP TUP 

3 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara 

 3 Menguasai penggunaan komputer 

4 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2016 

     
5 

Peratutan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum 

6 
Peratutan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan  dan Kinerja Instansi 
Pemerintah       

7 Peratutan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar 

8 
Peratutan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan 
Keungan Badan Layanan Umum 

     
9 

Perdirjen Perbendahaan Nomor 67 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan 
Keuangan Badan Layanan Umum  ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara;  
Perdirjen Perbendahaan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

 1 Sop pelayanan Layanan Belanja PNBP TUP  1 Peraturan perundang-undangan tentang Belanja PNBP TUP 
   2 Perangkat Komputer  
     3 Alat Tulis Kantor 
   4 Scanner 
     5 Jaringan Internet  

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan Layanan 
Belanja PNBP TUP 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 



 



 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS RIAU 
 
 

 
 

 
 

FAKULTAS PERTANIAN 
 

NOMOR SOP C.22 
TGL. 
PEMBUATAN 24 Oktober 2023 

TGL. REVISI  
TGL. 
EFEKTIF  
DISAHKAN 
OLEH 

WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN 
 
 
 
 
 

EVI SRIBUDIANI, S.Hut., M.Si. 
NIP 197102122003122002 

NAMA SOP Layanan Belanja PNBP UP 
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  1 Memahami peraturan perundang-undangan tentang Belanja PNBP UP 

2 Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara   2 Memahami tentang Mekanisme Pencairan Belanja PNBP UP 

3 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara 

 3 Menguasai penggunaan komputer 

4 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2016 

     
5 

Peratutan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum 

6 
Peratutan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan  dan Kinerja Instansi 
Pemerintah       

7 Peratutan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar 

8 
Peratutan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan 
Keungan Badan Layanan Umum 

     
9 

Perdirjen Perbendahaan Nomor 67 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan 
Keuangan Badan Layanan Umum  ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara;  
Perdirjen Perbendahaan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

 1 Sop pelayanan Layanan Belanja PNBP UP  1 Peraturan perundang-undangan tentang Belanja PNBP UP 
   2 Perangkat Komputer  
     3 Alat Tulis Kantor 
   4 Scanner 
     5 Jaringan Internet  

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan Layanan 
Belanja PNBP UP 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS RIAU 
 
 

 
 

 
 

FAKULTAS PERTANIAN 
 

NOMOR SOP C.23 
TGL. 
PEMBUATAN 24 Oktober 2023 

TGL. REVISI  
TGL. 
EFEKTIF  
DISAHKAN 
OLEH 

WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN 
 
 
 
 
 

EVI SRIBUDIANI, S.Hut., M.Si. 
NIP 197102122003122002 

NAMA SOP Prosedur Pengusulan Revisi Anggrana 
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  1 
Memahami peraturan perundang-undangan tentang Prosedur Pengusulan Revisi 
Anggaran 

2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);  2 Memahami tentang Prosedur Pengusulan Revisi Anggrana 

3 
Undang-undang Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32); 

 3 Menguasai penggunaan komputer 

4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional;      
5 Peratutan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);   
6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;       
7 Peratutan Pemerintah No.22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;   

8 
Keputusan Menteri Keuangan No. 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP pada Perguruan 
Tinggi; 

     

9 
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (RKA-KL); 

  

10 
Keputusan Menteri Keuangan No. 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP pada Perguruan 
Tinggi 

  

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

 1 Sop Pengusulan Revisi Anggaran  1 Peraturan perundang-undangan tentang Prosedur Pengusulan Revisi Anggrana 
   2 Perangkat Komputer  
     3 Alat Tulis Kantor 
   4 Printer 
     5 Scanner  
   6 Jaringan Internet  
   7 Aplikasi SIM RBA/RKAKL 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada terhambatnya terhambatnya Pengusulan Revisi 
Anggaran 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 
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